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'DODP� 8QGDQJ�8QGDQJ� .HELGDQDQ� 1R�� �� 7DKXQ� ����� LQL� \DQJ�

GLPDNVXG�GHQJDQ� 

�� .HELGDQDQ� DGDODK� VHJDOD� VHVXDWX� \DQJ� EHUKXEXQJDQ� GHQJDQ�

ELGDQ� GDODP� PHPEHULNDQ� SHOD\DQDQ� NHELGDQDQ� NHSDGD�

SHUHPSXDQ� VHODPD� PDVD� VHEHOXP� KDPLO�� PDVD� NHKDPLODQ��

SHUVDOLQDQ�� SDVFDSHUVDOLQDQ�� PDVD� QLIDV�� ED\L� EDUX� ODKLU�� ED\L��

EDOLWD�� GDQ� DQDN� SUDVHNRODK�� WHUPDVXN� NHVHKDWDQ� UHSURGXNVL�

SHUHPSXDQ� GDQ� NHOXDUJD� EHUHQFDQD� VHVXDL� GHQJDQ� WXJDV� GDQ�

ZHZHQDQJQ\D� 

�� 3HOD\DQDQ� .HELGDQDQ� DGDODK� VXDWX� EHQWXN� SHOD\DQDQ�

SURIHVLRQDO� \DQJ� PHUXSDNDQ� EDJLDQ� LQWHJUDO� GDUL� VLVWHP�

SHOD\DQDQ�NHVHKDWDQ�\DQJ�GLEHULNDQ�ROHK�ELGDQ�VHFDUD�PDQGLUL��

NRODERUDVL��GDQ�DWDX�UXMXNDQ� 

�� %LGDQ� DGDODK� VHRUDQJ� SHUHPSXDQ� \DQJ� WHODK� PHQ\HOHVDLNDQ�

SURJUDP�SHQGLGLNDQ�.HELGDQDQ�EDLN�GL�GDODP�QHJHUL�PDXSXQ�

GL�OXDU�QHJHUL�\DQJ�GLDNXL�VHFDUD�VDK�ROHK�3HPHULQWDK�3XVDW�GDQ�

WHODK� PHPHQXKL� SHUV\DUDWDQ� XQWXN� PHODNXNDQ� SUDNWLN�

.HELGDQDQ� 

�� 3UDNWLN�.HELGDQDQ�DGDODK�NHJLDWDQ�SHPEHULDQ�SHOD\DQDQ�\DQJ�

GLODNXNDQ�ROHK�%LGDQ�GDODP�EHQWXN�DVXKDQ�NHELGDQDQ� 

�� $VXKDQ�.HELGDQDQ�DGDODK�UDQJNDLDQ�NHJLDWDQ�\DQJ�GLGDVDUNDQ�

SDGD� SURVHV� SHQJDPELODQ� NHSXWXVDQ� GDQ� WLQGDNDQ� \DQJ�

GLODNXNDQ� ROHK� %LGDQ� VHVXDL� GHQJDQ� ZHZHQDQJ� GDQ� UXDQJ�

OLQJNXS�SUDNWLNQ\D�EHUGDVDUNDQ�LOPX�GDQ�NLDW�.HELGDQDQ� 

PENDAHULUAN 
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A. Definisi Etika Profesi Kebidanan 

Pengertian Etika dan Etika Profesi, kata etika (atau etika) 

berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, 

watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan 

berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun 

kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah 

dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut 

Martin [1993], etika didefinisikan sebagai "the discipline which can 

act as the performance index or reference for our control system". 

Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "self 

control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari 

dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. 

1. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat "built-in 

mechanism" berupa kode etika profesi dalam hal ini jelas akan 

diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan 

profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala 

bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian 

(Wignjosoebroto, 1999). 

2. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut 

ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada 

saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada 

masyarakat yang memerlukannya. 

 

DEFINISI ETIKA PROFESI 

KEBIDANAN DAN 

MORALITAS DALAM 

PELAYANAN KEBIDANAN 
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A. Hukum Kesehatan 

Di Indonesia Hukum Medik (kedokteran) mulai 

berkembang sejak timbulnya gugatan terhadap Dr Setianigrum 

di pati. Memang sebelumnya sepanjang dapat diketahui pada 

tahun 1923 sudah ada kasus dibidang pengobatan, yaitu kasus 

Djainun (kelebihan dosis obat) namun kasus ini berdiri sendiri 

seperti kasus- kasus dibidang lain. Ia tidak menimbulkan suatu 

ilmu dibidang hukum tersendiri (Hukum Medik). Dasar 

pertimbangan keputusan hakim juga tidak diketahui, demikian 

pula dasar ukuran kesalahannya. 

Baru sesudah timbul kasus Pati, mulai timbul suatu 

cabang ilmu hukum baru di bidang kedokteran, yang penulis 

namakan Hukum Medik (terjemahan dari Medical law). Ada 

juga yang menyebut sebagai Hukum Kedokteran, Hukum 

Kesehatan (Health Law, gezondheidsrecht). Namun penulis 

PHPDNDL� LVWLODK� ´+XNXP� 0HGLNµ� VHEDJDL� WHUMHPDKDQ� GDUL�

(medical law) yang sifatnya lebih netral kearah bidang 

ilmiahnya, bukan dokternya sebagai pribadi. 

Sejak kasus pati kalangan medik, hukum, dan 

masyarakat seakan-akan disadarkan bahwa ada cabang ilmu 

hukum lain yang belum dikenal di Negara kita, yaitu hukum 

Medik. Sementara itu di luar negeri sudah timbul banyak 

kasus- kasus di bidang ini dan menimbulkan banyak 

kepustakaan dan yurisprudensi yang tak terhitung jumlahnya. 

'L� $PHULND� VHNLWDU� WDKXQ� ����� VDPSDL� WLPEXOQ\D� ´NULVLV�

HUKUM KESEHATAN DAN 

STANDAR PROFESI BIDAN 
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A. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia 

1. UUD 1945 

Amanat dan pesan mendasar dari UUD 1945 adalah 

upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegala 

bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, secara terarah, 

terpadu, dan bekesinambungan. 

2. UU Nomor: 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 

Tujuan dari Pembangunan Kesehatan adalah 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap Warga Negara Indonesia melalui upaya 

promotif, preventis, dan kuratif serta rehabilitatif sebagai 

upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dengan adanya arus globalisasi salah satu fokus utama 

agar mempunyai daya saing adalah bagaimana peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia dibentuk sejak janin di dalam kandungan, masa 

kelahiran, dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita. 

Hanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang 

memiliki pengetahuan dan kemampuan sehingga mampu 

survive dan mampu mengantisipasi perubahan serta mampu 

bersaing. 

  

ASPEK LEGAL DAN 

LEGISLASI DALAM 

PELAYANAN KEBIDANAN 



44 

 

BAB 
5 

 

 

Lahirnya hak dan dari segala bentuk Problematika kesehatan 

yang begitu kompleks serta pembuatan kebijakan di dalamnya 

Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Dalam Tugas Berdasarkan 

Agama, Moral, Dan Etika. Keberadaan Bidan sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Pelayanan 

kesehatan terutama kebidanan berada dimana-mana dan kapan saja 

selama ada proses reproduksi manusia. Untuk mendapatkan 

asuhan kebidanan yang berkualitas perlu didukung dengan 

tersedianya standar asuhan. Standar asuhan itu sendiri dilandasi 

dasar-dasar kebidanan sebagai filosofi. Mengacu pada keadaan 

tersebut, maka seorang bidan harus mengetahui falsafah asuhan 

kebidanan, definisi bidan, pelayanan kebidanan, praktik kebidanan, 

dan asuhan kebidanan. 

Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan 

sesuai dengan kebutuhan manusia dalam perbedaan budayanya. 

Setiap individu berhak untuk menentukan nasib sendiri, mendapat 

informasi yang cukup dan berperan dalam aspek pemeliharaan 

kesehatannya. 

Filosofi merujuk pada pengertian keyakinan dan nilai yang 

dianut oleh seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang, 

sehingga Filosofi Kebidanan dapat  diartikan sebagai keyakinan 

atau cara pandang dan nilai yang dianut oleh seorang bidan dalam 

memberikan pelayanan kebidanan. Falsafah disebut juga filosofi 

atau filsafat. 

TAAT HUKUM DAN DISIPLIN 

DALAM BERMASYARAKAT 
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Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih 

luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak 

secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan 

sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. 

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan 

suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi. Utamanya 

profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, 

adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountaility) 

atas semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis 

kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability 

diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas 

wewenang profesi yang bersangkutan. 

Berikut ini Keputusan Presiden Republik Indonesia yang 

menyatakan keabsahan profesi Bidan, antara lain: 

(2) Bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan Praktik 

Kebidanan di Tempat Praktik Mandiri bidan dan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan lainnya. 

(3) Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan hanya pada 1 (satu) Tempat Praktik Mandiri Bidan. 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DAN 

KEWENANGAN BIDAN 
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Perubahan yang cepat ini mengakibatkan timbulnya Hukum 

Medik terjadi secara liar. Ia berkembang tanpa ada dasarnya. 

Fakultas-fakultas Hukum di seluruh Indonesia juga belum 

menganal Hukum Medik. Masalah yang dibicarakan secara 

langsung adalah materinya, tanpa dasar-dasar prinsipnya. 

Indonesia dengan dasar hukum tertulis (Wettenrecht) pertama 

dikaitkan adalah pasal-pasal yang terdapat di Hukum pidana dan 

Hukum Perdata. Padahal apa yang dinamakan Hukum Medik 

mempunyai pedoman dan prinsip tersendiri yang tidak berlaku 

bagi cabang ilmu Hukum lainnya. Oleh karena itu yang terutama 

dipakai sebagai ukuran adalah hasil (output) dari tindakan medik. 

Yang dipakai sebagai ukuran adalah: sebelum dan sesudah 

dilakukakn tindakan, tambah baik atau tambah buruk? Mengapa 

sampai timbul akibat negatif itu? Namun sebetulnya dalam Hukum 

Medik ukurannya adalah ada tidaknya kelalaian dalam melakukan 

tindakan medik tersebut. Apa sudah dilakukan menurut standar 

profesi? Apa sudah dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan tidak 

sembarangan? 

Untuk dapat mengetahuinya perlu dimiliki pengetahuan di 

bidang medik. Jadi bukanlah hasilnya, akibatnya. Nah, inilah 

merupakan kendala besar dalam bidang hukum medik, teristimewa 

bagi pengacar-pengacara umum. Diluar negeri sudah ada 

pengacara-pengacara yang mengkhususkan diri dibidang medik ini 

dan dinamakan Medical Lawyers. Ada khususnya di bidang ini 

dalam fakultas- fakultas hukum. 

PERSPEKTIF DUGAAN 

MALPRAKTIK MEDIK 
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Hal ini perlu ditekankan karena jika tidak mengikuti, maka 

lama kelamaan Anda akan ketinggalan ilmu dan bisa jatuh di 

bawah standar yang normal. Akibatnya Anda akan menjadi sangat 

rentan terhadap gugatan malpraktik medik, karena dapat dianggap 

lalai. Karena lalai dalam mengikuti perkembangan ilmunya Anda 

dapat dimintakan pertanggungjawabnya berdasarkan hukum 

pidana, hukum perdata, hukum administratif, maupun etik. Inti 

persoalannya bukan hanya untuk memberikan jaminan kepada 

pasien agar dapat pelayanan pengobatan sebaik mungkin, tetapi 

juga agar pasien tidak menjadi korban dari kebiasaan atau prosedur 

pemeriksaan yang ketinggalan atau sembarangan. 

 

A. Hak dan Kewajiban Pasien dan Bidan 

1. Hak Pesien 

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia 

sebagai pasien: 

a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib 

dan peraturan yang berlaku di rumak sakit atau institusi 

pelayanan kesehatan; 

b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi adil dan 

makmur pasien berhak memperoleh pelayanan 

kebidanan yang sesuai dengan profesi bidan tanpa 

diskriminasi; 

  

PENERAPAN ILMU 

KEBIDANAN BERDASARKAN 

UU PROFESI 
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A. Masalah Etika Moral dan Dilema yang Mungkin Terjadi 

dalam Pelayanan Kebidanan 

Tuntutan bahwa etika adalah hal penting dalam 

kebidanan salah satunya adalah karena bidan merupakan 

profesi yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang buat 

berhubungan dengan klien serta harus mempunyai 

tanggungjawab moral terhadap keputusan yang diambil. Untuk 

dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik tidak hanya 

dibutuhkan pengetahuan klinik yang baik, serta pengetahuan 

yang up to date, tetapi bidan juga harus mempunyai 

pemahaman isu etika dalam pelayanan kebidanan. Menurut 

Daryl Koehn dalam The Ground of Professional Ethics (1994), 

bahwa bidan dikatakan profesional bila menerapkan etika 

dalam menjalankan praktik kebidanan. Dengan memahami 

peran sebagai bidan, akan meningkatkan tanggungjawab 

profesionalnya kepada pasien atau klien. Bidan berada pada 

posisi yang baik, yaitu memfasilitasi pilihan klien dan 

membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk 

menerapkan dalam strategi praktik kebidanan. 

 

  

MENGHADAPI MASALAH 

ETIKA MORAL DAN DILEMA 

DALAM PRAKTIK 

KEBIDANAN 
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A. Isu Etika dan Dilema 

Etika merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan 

erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, 

apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atau 

buruk (Jones,1994). Moral merupakan pengetahuan atau 

keyakinan tentang adanya hal yang baik dan buruk serta 

mempengaruhi sikap seseorang. Kesadaran tentang adanya baik 

dan buruk berkembang pada diri seseorang seiring dengan 

pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial budaya, agama dan 

sebagainya, hal inilah yang disebut kesadaran moral atau 

kesadaran etika. Moral juga merupakan keyakinan individu 

bahwa sesuatu adalah mutlak baik atau buruk walaupun situasi 

berbeda. 

Kesadaran moral erat kaitannya dengan nila-nilai, 

keyakinan seseorang dan pada prinsipnya semua manusia 

dewasa tahu akan hal yang baik dan yang buruk, inilah yang 

disebut dengan suara hati. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan tehnologi berdampak pada perubahan pola pikir manusia. 

Masyarakat semakin kritis sehingga terjadi penguatan tuntutan 

terhadap mutu pelayanan kebidanan. Mutu pelayanan 

kebidanan yang baik perlu landasan komitmen yang kuat 

dengan basis etika dan moral yang baik. 

Dalam praktik kebidanan seringkali bidan di hadapkan 

pada beberapa permasalahan yang dilematis, artinya 

pengambilan keputusan yang sulit berkaitan dengan etika. 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN DALAM 

PELAYANAN KEBIDANAN 
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